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MODUL III  

SUMBERDAYA AIR 

 

 

 

 

 

Pada 2010, Perserikatan Bangsa--‐Bangsa (PBB) memasukkan air dalam 

poin Hak asasi manusia (HAM). “... equitable access to safe and clean drinking 

water and sanitation as an integral component of the ealization of all human rights 

(akses yang setara terhadap air minum dan sanitasi yang bersih dan aman adalah 

bagian tak terpisahkan dari realisasi hak asasi manusia),” Resolusi 64/292, 2010). 

Sekitar 55–78% tubuh manusia terdiri dari air, tergantung ukuran badan. Agar 

berfungsi baik, tubuh manusia membutuhkan antara 1 sampai 7 liter air per hari untuk 

menghindari dehidrasi. Jumlah ini dinamis, tergantung pada, antara lain, tingkat 

aktivitas, suhu, dan kelembaban. 

Berkenaan dengan hal di atas, maka kebijakan keagrariaan, tata ruang dan 

pertanahan harus memperhatikan keberadaan dan kondisi sumberdaya air. Oleh 

karena itu, pengetahuan tentang sumberdaya air menjadi penting untuk diinputkan 

dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di bidang pertanahan dan tata ruang, 

mulai dari siklus air, keberadaan sumberdaya air hingga hubungan sumberdaya air 

dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang. 

 

A. Siklus Hidrologi 

Air merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan dibutuhkan oleh 

semua makhluk hidup. Keberadaan air di alam ini bersifat mobile dan dinamis, 

serta berubah-ubah bentuk mengikuti siklusnya. Dalam siklusnya air mengalami 

berbagai bentuk, yakni dalam bentuk uap air, air permukaan dan air tanah. Dalam 

konteks ini bentuk air yang sangat berhubungan dengan kebijakan dan pengelolaan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang hendak 

dicapai melalui Modul III ini adalah: 

Peserta didik mampu menganalisis hubungan sumberdaya air 

dengan kebijakan pertanahan 

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui-dan-tidak-dapat-diperbaharui
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pertanahan dan penataan ruang adalah air permukaan dan air tanah. Air permukaan 

agar tidak memberikan dampak yang negatif dan berkontribusi dalam penurunan 

kualitas lingkungan harus diberikan ruang untuk meresap ke dalam tanah atau 

dialirkan melalui saluran air atau saluran-saluran drainase sebagai media air 

permukaan untuk mengalir. Sedangkan air tanah berhubungan dengan ketersediaan 

pasokan air, baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan non domestik. 

Kebijakan dan pengelolaan pertanahan harus diarahkan agar ketersediaan air tanah 

tetap terjaga, meskipun penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang di atasnya 

terus terjadi. 

Siklus hidrologi atau sering disebut juga sebagai siklus air dibedakan 

menjadi siklus pendek, sedang dan siklus panjang
1
. Berikut adalah gambar-gambar 

yang menunjukkan siklus hidrologi tersebut berdasarkan jenisnya. 

 

Gambar 3.1. Skema Siklus Hidrologi Pendek 

                                                             
1 https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/jenis-siklus-air 
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Siklus hidrologi pendek atau kecil merupakan siklus yang paling sederhana 

karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja, yakni proses penguapan akibat 

bekerjanya sinar matahari, kondensasi dan hujan. Hujan yang turun di permukaan 

bumi, akan menguap kembali. 

 

Gambar 3.2. Skema Siklus Hidrologi Sedang 

 

Siklus hidrologi sedang, memiliki tahapan yang lebih kompleks dari pada siklus 

pendek, karena ada proses-proses yang relatif lebih detail. Proses tersebut adalah: (a) 

proses evaporasi, yakni penguapan yang disebabkan oleh bekerja sinar matahari yang 

mengenai permukaan bumi dan badan-badan air; (b)  uap hasil evaporasi air bergerak 

menjadi awan; (c) awan yang jenuh mencapai titik kondensasi dan menjadi; (d) hujan 

turun di permukaan bumi; (e) air mengalir ke badan air dan menguap kembali. 
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Gambar 3.3. Skema Siklus Hidrologi Panjang 

Siklus hidrologi panjang atau besar, mempunyai tahapan yang paling kompleks 

di antara ketiga siklus. Tahapan tersebut adalah: (a) matahari menyinari permukaan 

Bumi yang menyebabkan terjadinya penguapan: (b) proses evaporasi, yakni 

berubahnya air menjadi uap air yang kemudian mengalami proses sublimasi; (c) 

proses sublimasi, yakni uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung 

kristal-kristal es; (d) awan setelah mencapai titik kondensasi, menjadi hujan; (e) hujan 

turun ke permukaan bumi; (f) air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan 

bumi dan badan-badan air; (g) air mengalami proses penguapan kembali. 

Meskipun terdapat jenis-jenis siklus hidrologi sebagaimana di atas, tetapi ada 4 

hal penting yang berproses pada semua jenis siklus hidrologi, yakni: (a) presipitasi, 

yakni air yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan; (b) evaporasi, atau 

sering disebut dengan penguapan, yakni perubahan air dari bentuk cair ke bentuk gas; 

(c) infiltrasi, yakni meresapnya air ke dalam tanah; dan (d) limpasan permukaan, 

yakni air yang mengalir di atas permukaan tanah (Gambar 3.4). 



 

22 
 

 

Gambar 3.4. Ilustrasi Siklus Hidrologi 

 

Terlepas dari jenis-jenis siklus hidrologi yang ada, proses yang paling 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah proses air di atas permukaan bumi. 

Secara umum air di permukaan bumi terkonsentrasi pada badan-badan air dan pada 

akuifer air tanah, yakni batuan/lapisan batuan yang mampu mengikat/menerima dan 

meloloskan air di dalam tanah. 

Berikut ini adalah beberapa jenis batuan/lapisan batuan yang berhubungan 

dengan keberadaan air tanah: 

1. Akifer (Aquifer, reservoir air tanah, formasi pengikat air), adalah batuan/lapisan 

batuan yang mampu mengikat/menerima dan meloloskan air, contoh: pasir 

a. Akifer Bebas/Tidak tertekan 

b. Akifer Tertekan 

c. Akifer Melayang 

d. Akifer Semi Tertekan 
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Gambar 3.4. Penampang Akifer Air Tanah 

 

Gambar 3.5 di bawah menunjukkan ilustrasi penampang akifer, baik akifer 

bebas (akifer terbuka) maupun akifer tertekan (akifer tertutup) serta penampang 

jenis sumur dengan sumber yang berbeda. Sumur biasa (dalam gambar disebut 

sebagai sumur meja air adalah sumur yang sumber airnya berasal dari akifer 

bebas, dengan kedalaman relatif dangkal. Sumur-sumur model ini paling sering 

dijumpai dan biasa disebut dengan sumur gali. 

 

Gambar 3.5. Penampang Akifer dan Ilustrasi Sumur 
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Jenis sumur yang lain adalah sumur artesis, di mana airnya bersumber dari 

akifer tertekan yang cenderung lebih dalam dan mempunyai tekanan tinggi. 

Tekanan ini disebabkan karena keberadaan air di bawah lapisan kedap air dengan 

kedalaman yang lebih dibanding dengan sumur biasa. Secara kualitas, air sumur 

artesis ini mempunyai kandungan mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sumur gali biasa. 

2. Akiklud (Aquiclude, lapisan impermeable), adalah batuan/lapisan batuan yang 

mampu mengikat/menerima air tetapi tidak mampu meloloskan air, contoh: 

lempung 

3. Akifug (Aquifuge, formasi kedap air), adalah batuan/lapisan batuan yang tidak 

dapat mengikat/menerima air, contoh: granit  

 

Beberapa jenis batuan yang berhubungan dengan keberadaan air 

sebagaimana di atas sangat mempengaruhi kondisi  pertanahan dan sumberdaya 

alam lainnya, utamanya berkenaan dengan karakteristik wilayah dan jenis 

penggunaan tanahnya. Misalnya, akifer yang biasanya berupa pasir akan mudah 

menerima dan meresapkan air hujan ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan 

perkolasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan infiltrasi adalah perpindahan air 

dari atas ke dalam permukaan tanah, sedangkan perkolasi adalah gerakan air ke 

bawah dari zona tidak jenuh (antara permukaan tanah sampai permukaan air tanah) 

ke dalam zona jenuh air (di bawah permukaan air tanah). 

Batuan/lapisan batuan yang mampu mengikat/menerima air tetapi tidak 

mampu meloloskan air seperti lempung, cenderung mampu menerima air tetapi 

sulit untuk meresapkan air. Wilayah yang didominasi oleh batuan yang bersifat 

aquiclude  ini akan mudah terjadi penggenangan atau malah sering terjadi banjir. 

Sedangkan batuan yang bersifat kedap air, atau disebut dengan aquifuge ini   

tidak mampu menerima dan melewatkan air. Biasanya hanya digunakan untuk 

bangunan atau penggunaan lain yang tidak berhubungan dengan tanah.   
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B. Manajemen Sumberdaya Air 

Manajemen sumberdaya air merupakan bagian dari upaya pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. 

Dalam hal perlindungan, terminologi yang ada dalam undang-undang di atas 

adalah konservasi. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya 

alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 

ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya. Dalam hal ini konservasi sumberdaya alam meliputi, antara 

lain, konservasi sumberdaya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, 

energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. 

Oleh karena itu, mengingat sumberdaya air adalah sumberdaya yang vital 

dan sangat terkait dengan keberadaan tanah, maka diperlukan perlindungan dan 

pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: 

1. Perencanaan  

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 

melalui tahapan: (a) inventarisasi lingkungan hidup; (b) penetapan wilayah 

ekoregion; dan (c) penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (RPPLH). Penetapan wilayah ekoregion  dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kesamaan: (a) karakteristik bentang alam; (b) 

daerah aliran sungai; (c) iklim; (d) flora dan fauna; (e) sosial budaya; (f) 

ekonomi; (g) kelembagaan masyarakat; dan (h) hasil inventarisasi lingkungan 

hidup. 
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2. Pemanfaatan 

Pemanfaaran sumberdaya alam, termasuk sumberdaya air dilakukan 

berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana terdapat dalam RPPLH. 

Pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukungdan daya 

tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: (a) keberlanjutan proses 

dan fungsi lingkungan hidup; (b) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; 

dan (c) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengendalian 

Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup 

meliputi: (a) pencegahan; (b) penanggulangan; dan (c) pemulihan. Instrumen 

pencegahan pemanfaatan ruang terhadap pencemaran dan kerusakan 

dilakukan melalui: (a) KLHS; (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; 

(d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) amdal; (f) UKL-UPL; (g) 

perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-

undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; 

(k) analisis risiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; dan m. 

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: (a) konservasi sumber 

daya alam; (b) pencadangan sumber daya alam; dan/atau (c) pelestarian fungsi 

atmosfer. Konservasi sumberdaya alam meliputi kegiatan: (a) perlindungan 

sumber daya alam; (b) pengawetan sumber daya alam; dan (c) pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam. 

5. Pengawasan 
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Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau pihak-pihak 

yang mendapatkan izin lingkungan oleh pemerintah tidak pelakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini 

masyarakat juga diberikan peran untuk terlibat dalam pengawasan sosial. Peran 

masyarakat dalam pengawasan dilakukan untuk: (a) meningkatkan kepedulian 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) meningkatkan 

kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (c) 

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (d) 

menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial; dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan 

lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

6. Penegakan hukum 

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu 

dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 

konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah 

terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu system 

hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan 

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi 

perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan 

lain. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik 

pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. 

Beberapa hal di atas, perlu dipahami dan diupayakan untuk 

diimplementasikan secara bersama-sama agar pemanfaatan sumberdaya alam 

termasuk di dalamnya adalah sumberdaya air dapat memberikan kemanfaatan 

optimal dan terjaga kelestariannya. Terkait dengan keberadaan sumberdaya air, 

beberapa agenda bersama dapat segera dilakukan. Pertama, pemerintah 

kabupaten/kota segera menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, 

secara ketat mengendalikan alih fungsi, menjaga zona-zona resapan air dan RTH 
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serta menertibkan pihak-pihak yang melanggar RTRW maupun melakukan alih 

fungsi lahan tanpa ijin. Kedua, masyarakat secara aktif dan partisipatif membuat 

zona-zona resapan air secara mandiri, ikut mengawasi pihak-pihak yang 

mengalihfungsikan lahan pertanian, memanfaatkan air secara bijaksana dan 

memelihara saluran-saluran air dari limbah serta mengamankan sempadan sungai 

dari bangunan ataupun hunian yang mengganggu aliran sungai. Ketiga, kalangan 

akademisi dan NGO secara kritis memberikan pandangan dan masukan untuk 

kebijakan, mengedukasi masyarakat untuk ikut dalam agenda penyelamatan tanah 

dan air serta melakukan pendampingan-pendampingan pada masyarakat untuk 

menata wilayah dan huniannya. Keempat, pelaku bisnis menjalankan usahanya 

secara tertib, taat azas dan menghindarkan dari perilaku spekulatif yang merugikan 

banyak pihak. Gambar 3.6, merupakan artikel tentang perlindaungan tanah dan air. 

 

Gambar 3.6. Artikel Media Masa terkait Sumberdaya Tanah dan Air 

(Sumber: Sutaryono, 2017) 
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C. Hubungan Sumberdaya Air dengan Kebijakan Pertanahan 

Keseimbangan alam telah tertata sedemikian rupa mengikuti Moral Alam, 

yang bahasa ilmiahnya disebut sebagai ekosentrisme, yakni pandangan yang 

mengutamakan kelestarian alam dan lingkungan. Pandangan ini sering dihadapkan 

dengan antroposentrisme yang mengagungkan pemenuhan kebutuhan manusia 

dengan mengeksploitasi alam dan lingkungan. Pergeseran pandangan ekosentrisme 

ke antroposetrisme inilah menjadikan lingkungan hidup sebagai sebuah sistem 

equal menjadi ternafikan. Akibat berkurangnya atau bahkan hilangnya 

keseimbangan lingkungan alam, maka kualitas lingkungan berkurang dan berujung 

pada terjadinya berbagai bencana. 

Berkenaan dengan hal di atas, saatnya kita menengok kembali dan 

menempatkan moral alam sebagai pertimbangan utama dalam proses-proses 

pembangunan. Satu hal yang penting adalah berkenaan dengan kebijakan 

pertanahan. Kebijakan pertanahan sering hanya dimaknai sebagai pemberian hak 

atas tanah dan sertifikasi saja, tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Padahal 

berbagai aspek lainnya seperti penatagunaan tanah, penataan ruang, pemberian izin 

lokasi, pertimbangan teknis pertanahan dan hal-hal lain merupakan hal-hal yang 

berhubungan dengan kebijakan pertanahan. 

Berbagai dampak kebijakan pertanahan terhadap kondisi sumberdaya air 

dapat disebutkan antara lain: (a) banjir dan penggenangan; (b) kekeringan; (c) 

longsor; (d) berkurangnya ruang terbuka hijau; (e) pencemaran; (f) 

berkembangnya slump area; dan lain-lain.  Berikut ini adalah beberapa contoh 

TUGAS: 

Baca dan cermati artikel di atas dan berikan komentar secara kritis 

substansi artikel tersebut. 

Tuliskan dalam format critical review sepanjang 1 – 2 halaman 

dengan spasi tunggal. 
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kasus yang berhubungan dengan kebijakan pertanahan terkait sumberdaya air dan 

sumberdaya alam lainnya. 

 

Kasus 1: 

Keterbatasan zona resapan air dan ketersediaan ruang terbuka hijau dapat 

menyebabkan beberapa persoalan, utamanya banjir di musim hujan dan kekeringan 

di musim kemarau. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah Yogyakarta. Pada 

tahun 2015 saja alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman, industri maupun 

jalan mencapai 1.814 ha (KR, 6-3-2017). Untuk Kabupaten Sleman yang 

merupakan kawasan resapan air, alih fungsi lahan pada tahun tersebut mencapai 

506 ha atau sebesar 3,54%. Tidak berbeda dengan kondisi lahan pertanian, kondisi 

airpun sudah semakin kritis. Kajian Dinas PUP-ESDM beberapa waktu lalu 

menemukan bahwa penurunan muka air tanah terjadi secara permanen, dengan 

rata-rata 20 – 30 cm pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya air 

sangat terkait dengan kebijakan pertanahan dan kebijakan pembangunan. 

 

 

 
TUGAS: 

Baca dan cermati kasus 1 dan artikel pada Gambar 3.6. di atas dan 

berikan komentar secara kritis substansi kasus dan artikel tersebut. 

Tuliskan dalam format critical review sepanjang 1 – 2 halaman dengan 

spasi tunggal dan kuatkan dengan data-data yang anda dapatkan. 
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Gambar 3.7. Artikel Media Massa Terkait Ruang Hijau 

 

Kasus 2: 

Dalam konteks bencana banjir dan tanah longsor, hak atas tanah tidak hanya 

dimaknai sebagai hak penguasaan dan pemilikan saja, mengingat dalam moral 

alam, air ditempatkan sebagai entitas yang juga mempunyai hak. Air mempunyai 

hak untuk menguap, mengalir ke tempat yang lebih rendah dan meresap ke dalam 

tanah. Persoalannya hak air atas tanah agar bisa mengalir secara wajar telah 

diambil oleh masyarakat untuk rumah tinggal dan tempat pembuangan sampah. 

Dalam hal ini adalah hak atas tanah pada sempadan sungai. Tanah pada sempadan 

sungai, bukanlah hak negara atau bahkan masyarakat, tetapi adalah hak air. 

Apabila hak air atas tanah (sempadan sungai) diambil dan dihaki oleh pihak lain, 

maka air akan mengambil haknya melalui banjir. Demikian pula, hak air atas 

ruang-ruang terbuka hijau dan zona resapan di daerah atas diambil untuk berbagai 

macam bangunan, maka air akan mengambil haknya melalui rekahan-rekahan 

yang masih ada, yang berujung pada tanah longsor. Kasus ini menunjukkan 
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bahwa persoalan sumberdaya air sangat terkait dengan kebijakan pertanahan 

(pemberian hak dan penatagunaan tanah) sebagaimana diilustrasikan pada 

Gambar 3.8 dan 3.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8. Artikel Media Massa Terkait Hak Air 

(Sumber: Sutaryono, 2016) 

 

TUGAS: 

Baca dan cermati kasus 2 dan artikel pada Gambar 3.6 dan 3.7, berikan 

komentar secara kritis substansi kasus dan artikel tersebut. 

Tuliskan dalam format critical review sepanjang 1 – 2 halaman dengan 

spasi tunggal dan kuatkan dengan data-data yang anda dapatkan, untuk 

masing-masing artikel berdasarkan kasus yang dipaparkan.  

Diskusikan hasil critical review yang anda lakukan! 
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Gambar 3.9. Artikel Media Massa Terkait Pembangunan Perumahan 

(Sumber: Sutaryono, 2013) 

 


